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	Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa penanganan tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi DPPPA dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu survei lapangan untuk memahami kondisi masyarakat, sosialisasi tatap muka, serta pendampingan korban secara berkelanjutan. Strategi ini bersifat interpersonal, empatik, dan persuasif sehingga mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, pelaksanaan strategi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, luas wilayah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini mengisi kesenjangan kajian terkait integrasi strategi komunikasi interpersonal dengan teori perencanaan komunikasi yang masih jarang dibahas pada konteks pemerintah daerah.
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	Abstract - This study aims to analyze the communication strategy of the Women’s Empowerment and Child Protection Office (DPPPA) of Musi Banyuasin Regency in preventing violence against women. The high rate of violence against women indicates that handling the issue cannot rely solely on legal approaches but also requires effective communication strategies to build public awareness.This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, using source and technique triangulation. The results show that DPPPA’s communication strategy is carried out through three main stages: field surveys to understand community conditions, face-to-face socialization, and continuous victim assistance. This strategy is interpersonal, empathetic, and persuasive, enabling the building of trust and increasing public awareness. This research fills the gap related to the study of the integration of interpersonal communication strategies with communication planning theory, which is still rarely discussed in the context of local government.
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PENDAHULUAN
	Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan sulit diatasi. Meski isu kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan semakin sering dibahas, banyak perempuan tetap berada pada posisi rentan dengan berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, verbal, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, masih banyak dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pemicunya antara lain penyalahgunaan narkoba yang mempengaruhi emosi dan kendali diri, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil yang memicu konflik rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih berada pada posisi rentan dalam struktur sosial, yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa serta faktor ekonomi dan sosial yang tidak stabil (Purwanti, 2020). Fenomena kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (Muzaqar et al., 2025). Bahkan, dalam kurun waktu singkat, terjadi lonjakan kasus yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif (Simfoni PPA, 2025). 
[image: ]
Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (2025)
Gambar 1. Perbandingan jumlah kasus kekerasan di Indonesia	
	Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA pada gambar 1 diatas, sepanjang periode Januari hingga 28 Juni 2025 tercatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa sepanjang enam bulan pertama tahun 2025, laporan kekerasan masih terus meningkat. Bahkan,  dalam rentang waktu yang sangat singkat, yakni 12 hingga 28 Juni 2025, terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan. Pada 12 Juni, jumlah kasus  tercatat 11.850, dan hanya dalam dua minggu kemudian angka tersebut naik menjadi 13.845 kasus, sehingga terdapat penambahan 1.505 kasus baru. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan membutuhkan perhatian yang sangat serius. Fenomena kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga tampak jelas di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Menurut data dari Satudata Sumsel, hingga 3 Desember 2025 tercatat 591 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan total korban mencapai 628 orang. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kasus jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menegaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Sumatera Selatan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat luas (Rusman et al., 2025).
	Hal ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan memerlukan perhatian yang lebih serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Di tingkat daerah, permasalahan ini juga terlihat jelas di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi dan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga serta penganiayaan (Muba, 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi yang rentan terhadap terjadinya kekerasan.
[image: ] 
Sumber: Satudata Muba (2025)
Gambar 2. Jenis kekerasan yang terjadi di Musi Banyuasin	
	Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan sekaligus mendorong upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (JDIH BPK, 2022). Namun demikian, penegakan hukum saja tidak cukup untuk menekan angka kekerasan tanpa diimbangi dengan strategi komunikasi yang efektif.
	Komunikasi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran, mengubah pola pikir, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Melalui komunikasi yang tepat, pesan-pesan perlindungan dapat disampaikan secara persuasif sehingga mampu memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat (Ismiati, 2020). Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi interpersonal menjadi penting karena memungkinkan interaksi langsung, dialogis, serta membangun kedekatan emosional antara komunikator dan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai instansi pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. DPPPA tidak hanya bertugas dalam penanganan kasus, tetapi juga melakukan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi komunikasi yang dijalankan (Yana, 2024). Upaya ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi bagian integral dalam program perlindungan perempuan.
	Namun demikian, meskipun berbagai program telah dilaksanakan secara rutin, angka kekerasan terhadap perempuan di beberapa wilayah masih menunjukkan tren yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program dengan hasil yang diharapkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan oleh DPPPA dalam membangun kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada aspek sosialisasi atau penggunaan media komunikasi dan belum mengkaji secara komprehensif integrasi tahapan strategi komunikasi berbasis perencanaan dalam konteks lokal. Tanpa mengkaji secara mendalam tahapan strategi komunikasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pendampingan korban. Beberapa penelitian juga lebih menekankan pada konteks wilayah atau isu yang berbeda, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi komunikasi DPPPA dalam konteks lokal yang spesifik.
	Berdasarkan hal tersebut adanya keterbatasan dan minimnya kajian yang mengintegrasikan strategi komunikasi interpersonal dengan pendekatan perencanaan komunikasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat daerah. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara langsung praktik komunikasi yang dilakukan oleh DPPPA dalam tahapan program secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi DPPPA Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian komunikasi, serta menjadi rekomendasi praktis bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas strategi komunikasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

KAJIAN LITERATUR
	Strategi komunikasi merupakan elemen penting dalam upaya penyampaian pesan yang bertujuan untuk membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap perempuan, strategi komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif serta mendorong perubahan sosial. Strategi komunikasi yang efektif harus dirancang secara sistematis, mempertimbangkan karakteristik audiens, serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat (Ismiati, 2020). Dalam kajian ilmu komunikasi, pendekatan komunikasi interpersonal menjadi salah satu strategi yang dinilai efektif dalam menangani isu sosial yang sensitif, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Komunikasi interpersonal memungkinkan terjadinya interaksi langsung, dialog dua arah, serta keterlibatan emosional antara komunikator dan komunikan. Melalui pendekatan ini, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan empatik, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat (Arviana, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan Teori Perencanaan (Planning Theory) yang dikemukakan oleh Charles Berger, yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu (Berger et al., 2022). Dalam teori ini, komunikasi dipandang sebagai proses kognitif yang melibatkan perencanaan pesan, pemilihan strategi, serta penyesuaian tindakan komunikasi berdasarkan situasi yang dihadapi (Eddyono & Ferdian, 2024). Dengan demikian, keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang dilakukan sebelum proses komunikasi berlangsung.
	Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi komunikasi memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat diartikan bahwa strategi komunikasi efektif ditentukan oleh integrasi antara perencanaan, pendekatan interpersonal, dan keberlanjutan komunikasi. Penelitian oleh Samosir (2023) menemukan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dan pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala geografis dan rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung masih menjadi metode yang dominan dalam penyampaian pesan sosial. Selanjutnya, penelitian Rahmi dan Junaidin (2024) mengungkapkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Bima cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun partisipasi masyarakat di beberapa wilayah masih rendah. Sementara itu, penelitian Juliani and Syahbudin (2025) menekankan pentingnya peran komunikasi dalam membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan korban sebagai bagian dari proses komunikasi yang berkelanjutan.
	Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam isu sosial tidak hanya bergantung pada penyampaian pesan, tetapi juga pada perencanaan yang matang serta keterlibatan berbagai pihak. Penelitian Armawan. (2023) menunjukkan bahwa strategi komunikasi dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak melibatkan sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat serta kerja sama dengan lembaga lain, meskipun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi sangat dipengaruhi oleh kolaborasi dan konsistensi pelaksanaan program. Meskipun berbagai penelitian telah membahas strategi komunikasi dalam pencegahan kekerasan, sebagian besar masih berfokus pada aspek sosialisasi atau penggunaan media, serta belum mengkaji secara mendalam tahapan strategi komunikasi secara menyeluruh. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan umum tanpa mengaitkan secara spesifik dengan teori perencanaan komunikasi sebagai kerangka analisis utama.

METODE PENELITIAN
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan perspektif subjek penelitian (Sugiyono, 2020). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pegawai DPPPA dan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Jumlah informan sebanyak 18 orang, yang meliputi 3 orang dari pihak instansi dan 15 orang masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan penelitian.
	Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPPPA. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam program DPPPA. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi terkait strategi komunikasi yang diterapkan serta respon masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, foto kegiatan, dan laporan program. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor DPPPA Kabupaten Musi Banyuasin serta beberapa wilayah pelaksanaan program sosialisasi, yaitu Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Sungai Lilin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan yang relatif tinggi serta menjadi fokus pelaksanaan program DPPPA.
Tabel 1. Data Informan
	No
	Nama Informan
	Jabatan

	1
	Charlie Esa
	Kepala Dinas

	2
	Hairunsyah
	Kepala Bidang PPA

	3
	Brendy
	Staff Bidang PPA

	4
	Lilis Napiro
	Koordinator Perlindungan Perempuan

	5
	Desi
	Masyarakat

	6
	Sri
	Masyarakat

	7
	Linda
	Masyarakat

	8
	Yanti
	Masyarakat

	9
	Lina
	Masyarakat

	10
	Reni
	Masyarakat


Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)
	Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi (Miles et al., 2018).

PEMBAHASAN
	Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan tidak bersifat tunggal, melainkan melalui tahapan yang terstruktur, yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan pendampingan korban. Tahapan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan telah mengacu pada proses perencanaan yang sistematis, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Perencanaan (Planning Theory) bahwa komunikasi merupakan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Eddyono & Ferdian, 2024).

1. Tahap Perencanaan Strategi Komunikasi
	Tahap awal berupa survei lapangan menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat, tingkat pemahaman, serta potensi kerentanan terhadap kekerasan. Temuan ini menunjukkan bahwa DPPPA tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga memahami karakteristik audiens sebelum menentukan strategi komunikasi yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa strategi komunikasi yang efektif harus berbasis pada kebutuhan dan kondisi khalayak (Ismiati, 2020). Dalam sesi wawancara dengan  Staff Bidang PPA, menjelaskan secara langsung bahwa
”Sasaran sosialisasi biasanya kami tentukan dulu, seperti perempuan dan tokoh masyarakat, karena mereka yang paling dekat dengan persoalan di lapangan” (Brendi, wawancara, 16/Februari/2026).
	Penentuan sasaran tersebut menunjukkan bahwa dengan menentukan sasaran komunikasi yang jelas, proses penyampaian informasi menjadi lebih terarah dan interaksi yang terbangun selama kegiatan sosialisasi dapat berlangsung secara efektif. Dengan demikian, perencanaan komunikasi menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan program pencegahan. 

2. Tahap Pelaksanaan Strategi Komunikasi
	Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, DPPPA lebih banyak menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal melalui sosialisasi tatap muka. Pendekatan ini dinilai efektif karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung, dialog dua arah, serta penyampaian pesan yang lebih empatik. Dalam konteks isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan, komunikasi interpersonal menjadi strategi yang relevan karena mampu membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arviana (2023) yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal memiliki efektivitas tinggi dalam memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.
“Tujuan kami dalam sosialisasi ini supaya masyarakat paham apa itu kekerasan terhadap perempuan, tahu dampaknya, dan tidak ragu untuk melapor kalau ada kejadian di lingkungan mereka” (Charlie, wawancara, 16/Februari/2026).
	Cuplikan wawancara dengan pihak DPPPA menunjukan bahwa DPPPA tidak hanya menargetkan perubahan pada aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Selain itu penyusupan pesan komunikasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk mendorong pemahaman dan menumbuhkan keberanian masyarakat dalam membicarakan isu kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disampaikan secara langsung dalam sesi wawancara dengan Koordinator Perlindungan Perempuan/
“Pesan yang kami sampaikan itu kami sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Cara komunikasi dan bahasanya  dibuat sederhana, tidak terlalu formal, dan tentunya disampaikan dengan pendekatan yang lebih terbuka supaya masyarakat paham dan tidak takut membicarakan soal kekerasan terhadap perempuan” (Lilis, wawancara, 16/Februari/2026).
	Penyesuaian pesan ini dijelaskan oleh informan bahwa pesan komunikasi yang disampaikan meliputi bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, dampak yang ditimbulkan bagi korban, serta informasi mengenai mekanisme pelaporan dan layanan pendampingan yang dapat diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan komunikasi interpersonal memungkinkan adanya umpan balik secara langsung dari masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat tidak hanya sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam proses komunikasi. Dengan adanya dialog, DPPPA dapat menyesuaikan pesan dan pendekatan komunikasi sesuai dengan respon masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami.
	Tahap berikutnya adalah pendampingan korban, yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi berlanjut pada proses komunikasi yang berkelanjutan. Pendampingan ini bersifat persuasif dan empatik, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman serta membangun kepercayaan korban. Temuan ini memperkuat bahwa komunikasi dalam konteks sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan perlindungan. Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan terhadap korban dilakukan sejak tahap awal korban menyampaikan laporan hingga proses penanganan lanjutan. Pada tahap awal, komunikasi difokuskan pada upaya membangun rasa aman dan kepercayaan korban agar bersedia menceritakan peristiwa kekerasan yang  dialaminya. Petugas DPPPA berupaya menggunakan pendekatan komunikasi yang empatik dan tidak menghakimi, mengingat kondisi psikologis korban yang umumnya masih berada dalam keadaan trauma.  
“Saat ada korban yang melapor, kami tidak hanya mencatat laporannya, tapi juga berkomunikasi langsung dengan korban untuk mendampingi dan menenangkan. Komunikasi ini penting supaya korban merasa aman dan mau terbuka” (Brendi, wawancara, 16/Februari/2026). 
	Sebagaimana disampaikan oleh informan dari pihak  DPPPA bahwa Komunikasi dalam proses pendampingan tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan. Berdasarkan hasil wawancara, pendampingan juga mencakup pemberian informasi kepada korban mengenai hak-hak yang dimilikinya serta langkahlangkah yang dapat ditempuh sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban. Dalam hal ini, komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat posisi korban dalam mengambil keputusan terkait penanganan kasus yang dialaminya. 
“Kami jelaskan ke korban hak-haknya dan pilihan yang bisa diambil. Semua kami sampaikan secara perlahan supaya korban benar-benar paham dan tidak merasa dipaksa” (Hairunsyah, wawancara, 16/Februari/2026). 
Dalam wawancara, informan pun menjelaskan bahwa pendampingan terhadap korban juga dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi dua arah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kondisi korban tetap terpantau serta memberikan dukungan moral selama proses penanganan berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi lanjutan ini menjadi bagian penting dari strategi komunikasi karena menunjukkan kehadiran dan kepedulian DPPPA terhadap korban kekerasan.

3. Faktor Penghambat dalam Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 
	Walaupun secara praktik kegiatan sosialisai Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Musi Banyuasin  mendapatkan respon yang cukup baik namun dalam dalam penelitian ini juga mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan strategi komunikasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah jangkauan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Kendala ini memengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Samosir (2023) yang menyebutkan bahwa faktor geografis dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi strategi komunikasi di tingkat daerah. Selain itu, penelitian Nasution et al. (2024) juga menemukan bahwa meskipun strategi komunikasi telah dilakukan secara intensif, tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
	Berdasarkan temuan tersebut, dapat diartikan bahwa strategi komunikasi DPPPA Kabupaten Musi Banyuasin telah mengarah pada pendekatan yang tepat, yaitu berbasis perencanaan, menggunakan komunikasi interpersonal, serta dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sumber daya, perluasan jangkauan komunikasi, serta inovasi media komunikasi, khususnya pemanfaatan media digital. Akan tetapi meskipun komunikasi interpersonal efektif, ketergantungan pada metode tatap muka berpotensi membatasi jangkauan komunikasi di wilayah luas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi yang efektif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bergantung pada penyampaian pesan, tetapi juga pada perencanaan yang matang, pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, serta konsistensi dalam pelaksanaan program. Temuan ini sekaligus memperkuat pentingnya integrasi antara teori dan praktik dalam strategi komunikasi pemerintah daerah.

PENUTUP
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa strategi komunikasi yang digunakan bersifat terstruktur dan berkelanjutan melalui tiga tahapan utama, yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan pendampingan korban. Tahapan ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun pemahaman, kepercayaan, serta perubahan perilaku masyarakat.
	Pendekatan komunikasi interpersonal yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi terbukti menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan interaksi langsung, dialog dua arah, serta pendekatan yang empatik terhadap masyarakat. Selain itu, keberlanjutan komunikasi melalui pendampingan korban menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan tidak berhenti pada tahap informatif, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan dan perlindungan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam implementasi strategi komunikasi, seperti keterbatasan sumber daya, luas wilayah jangkauan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.
	Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang, pemilihan pendekatan komunikasi yang sesuai, serta konsistensi dalam pelaksanaan program. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah, khususnya DPPPA, dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif, termasuk melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan media digital, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi, khususnya terkait penerapan teori perencanaan komunikasi dalam konteks isu sosial di tingkat daerah.
	Dengan demikian, strategi komunikasi yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara lebih luas.
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